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Abstract

Although law enforcement against business actors in consumer protection violations
has been widely studied, research that specifically discusses the proportionality of law
enforcement against micro-enterprise actors for violations of product information
obligations from the perspective of economic law remains limited. This study aims to
analyze the regulation of product information obligations for micro-enterprise actors
and to examine the proportionality of law enforcement against violations of these
obligations through Banjarbaru District Court Decision Number 38/Pid.Sus/2025/PN
Bjb. This study used a qualitative approach with a normative legal research design
through statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through library
research on primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed
normatively and qualitatively using a descriptive-analytical method. The results show
that the regulation of product information obligations in Law Number 8 of 1999 aims
to protect consumer rights, but its application to micro-enterprise actors needs to
consider business characteristics and MSME empowerment policies. Law enforcement
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through criminal instruments against administrative violations, as in the Mama Khas
Banjar case, has not fully reflected the principle of proportionality and the principle of
ultinum remedium. These findings contribute to the development of studies on consumer
protection law, MSME law, and economic law, particularly through strengthening the
principle of proportionality in law enforcement against micro-enterprise actors. The
conclusion of this study affirms that administrative guidance, education, and gradual
supervision should serve as the primary instruments before the application of criminal
sanctions. The implications of this study provide a conceptual basis for the government
and law enforcement officials in formulating more equitable law enforcement policies,
while also opening opportunities for further empirical research on the implementation
of the principle of proportionality in handling violations by micro-enterprise actors.

Keywords: Proportionality; Micro-Enterprise Actors; Consumer Protection; Product
Information; Economic Analysis of Law.

Abstrak: Meskipun penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam pelanggaran perlindungan
konsumen telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus membahas proporsionalitas penegakan
hukum terhadap pelaku usaha mikro atas pelanggaran kewajiban informasi produk dalam perspektif
hukum ekonomi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban
informasi produk bagi pelaku usaha mikro serta mengkaji proporsionalitas penegakan hukum
tethadap pelanggaran kewajiban tersebut melalui Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
38/Pid.Sus/2025/PN Bjb. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian
dianalisis secara normatif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengaturan kewajiban informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
bertujuan melindungi hak konsumen, tetapi penerapannya terhadap pelaku usaha mikro perlu
mempertimbangkan karakteristik usaha dan kebijakan pemberdayaan UMKM. Penegakan hukum
melalui instrumen pidana terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dalam perkara Mama Khas
Banjar belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan prinsip #/tinum remedinm. Temuan
ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, hukum
UMKM, dan hukum ekonomi, khususnya melalui penguatan asas proporsionalitas dalam penegakan
hukum terhadap pelaku usaha mikro. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan
administratif, edukasi, dan pengawasan bertahap seharusnya menjadi instrumen utama sebelum
penerapan sanksi pidana. Implikasi penelitian ini memberikan landasan konseptual bagi pemerintah
dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan,
sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris mengenai implementasi
asas proporsionalitas dalam penanganan pelanggaran oleh pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: Proporsionalitas; Pelaku Usaha Mikro; Perlindungan Konsumen; Informasi Produk;
Economic Analysis of Law.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama

perekonomian Indonesia (Dwifanty dkk., 2025). Berdasarkan data Kementerian Koordinator

Volume 5, Nomor 3, September 2026 2857




Syahda Hafidz Adzindafa & Rachmadi Usman

Bidang Perekonomian (2025), sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. UMKM
tidak hanya berperan dalam penguatan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai motor utama
dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi (Wati dkk., 2024). Oleh karena
itu, keberlanjutan dan perlindungan terhadap pelaku UMKM menjadi kepentingan strategis
negara dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun, di tengah kontribusinya yang signifikan, UMKM di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulatif (Meilani dkk., 2025). Salah satunya
adalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan pendampingan regulatif yang
memadai. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman komprehensif terhadap
kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya, khususnya yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen (Kaplele dkk., 2026). Akibatnya, ketika terjadi
pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, mereka sering kali langsung berhadapan
dengan proses hukum yang tidak proporsional dengan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha
mikro.

Meskipun peran UMKM dalam ekonomi negara cukup penting, pelaku usaha
mikro tetap mengalami kesenjangan dalam hal akses terhadap peraturan dan perlindungan
hukum. Statistik menunjukkan ~ bahwa mayoritas pelaku =~ UMKM  di  Indonesia
masih beroperasi di sektor informal dengan tingkat pemahaman hukum yang cukup minim,
sehingga mereka mudah terpapar masalah administratif yang dapat berakibat hukum.
Kondisi ini menimbulkan persoalan serius ketika norma hukum yang bersifat formal
diterapkan secara kaku terhadap pelaku usaha mikro tanpa mempertimbangkan kapasitas dan
karakteristik usahanya.

Sebagai bagian penting dari perekonomian nasional, UMKM seringkali dihadapkan
pada tantangan besar, termasuk dalam hal peningkatan kualitas layanan kepada konsumen.
Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah pemahaman tentang hukum perlindungan
konsumen (Arbani, 2025). Padahal, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa, tetapi juga oleh kepercayaan konsumen
terhadap kualitas dan etika bisnis yang diterapkan (Siswohadi & Hasanah, 2026). Kurangnya
pemahaman terhadap perlindungan konsumen dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen (Baba, 2025), seperti kualitas produk yang tidak sesuai standar
atau layanan yang tidak transparan (Meilani dkk., 2025). Hal ini dapat berdampak pada

2853 AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora




Syahda Hafidz Adzindafa & Rachmadi Usman

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku UMKM, yang akhirnya dapat
mengancam keberlanjutan usahanya.

Kasus penahanan pemilik mini market “Mama Khas Banjar” di Kalimantan Selatan
pada 2025 menjadi salah satu contoh konkret permasalahan tersebut. Pemilik usaha
ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukannya produk makanan yang tidak
mencantumkan label kedaluwarsa, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Haswar, 2025).
Meski secara normatif aparat penegak hukum memiliki dasar untuk bertindak, penahanan
tersebut menuai kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan pemerhati UMKM dan
keadilan sosial. Mereka menilai bahwa penegakan hukum terhadap UMKM seharusnya
mempertimbangkan konteks usaha mikro yang terbatas dari sisi sumber daya manusia,
teknologi, dan pemahaman regulasi (Ridhani, 2025).

Penerapan sanksi pidana seharusnya mempertimbangkan unsur kesalahan, tingkat
kerugian yang ditimbulkan, serta kapasitas pelaku usaha. Dalam konteks ini, tidak adanya
indikasi niat jahat serta skala usaha yang tergolong mikro seharusnya menjadi pertimbangan
dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Pendekatan yang dilakukan dengan
penahanan terhadap pelaku usaha mikro dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip
ultimatum  remedium, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah
instrumen hukum lain dianggap tidak efektif.

Dalam konteks inilah pendekatan hukum ekonomi menjadi relevan untuk digunakan
sebagai alat analisis. Hukum ekonomi tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat
aturan normatif, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi, keadilan ekonomi, dan dampak
sosial dari penerapan hukum tersebut (Posner, 1973). Dalam konteks UMKM, hukum
ckonomi mempertanyakan apakah penegakan hukum yang terlalu ketat justru menciptakan
efek penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, dan apakah terdapat cara-cara
penegakan hukum yang lebih proporsional dan mendidik daripada semata-mata
menggunakan pendekatan represif.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Hadiyanto menyampaikan kasus
penahanan Owner Mama Khas Banjar ini didakwa dua hal. Pertama Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal
8 ayat (1) huruf I. Aturan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. “Terdakwa tidak
mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahan. Lebih dari itu tidak ada aturan

pakai dan keterangan lainnya dan ini membahayakan kesehatan masyarakat”
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Walaupun pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly Nurachim, sempat di penjara
karena produk olahan/sirup tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, yang dianggap
melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen tetapi dari Pengadilan Negeri
Banjarbaru memutuskan perbuatan tersebut adalah pelanggaran administratif, bukan tindak
pidana pada Juni 2025. Karena perbuatan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur tindak
pidana.

Dari Putusan 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb dijelaskan bahwa terdakwa menjual/
memperdagangkan berbagai macam makanan beku, makanan kemasan dan minuman dalam
kemasan di dalam wilayah Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia baik secara online
melalui media sosial maupun secara offline dengan cara konsumen dating langsung
melakukan pembelian barang yang ada didalam etalase dan lemari pendingin Toko Mama
Khas Banjar dengan harga yang bervariasi.

Proses hukum terhadap pelaku UMKM Mama Khas Banjar di Banjarbaru karena
pelanggaran pelabelan pangan terus menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Akademisi
Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Eng Akbar Rahman. Ia menilai langkah
pemidanaan terhadap pelaku usaha kecil tersebut terlalu tergesa, dan mengabaikan akar
persoalan yang lebih luas. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita, tetapi banyak dari
mereka belum paham regulasi. Kalau edukasi dan pendampingan dari negara belum ada,
jangan langsung dihukum,” tegas Akbar (Zakiri, 2025).

Dari kasus Mama Khas Banjar banyak pelaku usaha yang menjalankan usaha secara
turun-temurun tanpa mendapatkan pelatihan atau informasi memadai soal perizinan,
pelabelan, dan standar keamanan pangan, yang jika terjadi pelanggaran itu bukan karena
ketidaktahuan akan tetapi karena kurangnya sosialisasi. Jika tahapan ini belum dijalankan
dengan konsisten, tidak adil jika UMKM langsung dibawa ke ranah hukum. Pemerintah harus
hadir lebih dulu secara utuh.

Pentingnya pendekatan restoratif dalam menyikapi pelanggaran UMKM, terutama
yang bersifat administratif seperti pelabelan produk. Yang mendorong untuk adanya
pembinaan terhadap UMKM seharusnya dilakukan secara bertahap. Mulai dari sosialisasi
aturan, edukasi, pendampingan langsung, pengawasan berskala, hingga evaluasi menyeluruh.

Pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 disebutkan bahwa “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
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pengeunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.” Dari pasal ini apakah
penerapan Pasal 8 terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah
proporsional. Menempatkan hukum pidana di depan untuk sanksi pelabelan sangat
mencederai prinsip proporsionalitas. Instrumen hukum untuk administrasi dan pembinaan
secara bertahap, seperti sosialisasi, edukasi, dan peringatan sebaiknya menjadi prioritas
utama. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN. Bjb yang
menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran administrasi yang menyatakan bahwa
pendekatan keras dari aparat di awal memang bermasalah. Yang mana sanksi harus seimbang
dengan tingkat kesalahan dan kapasitas pelaku usaha, sesuai dengan prinsip Ultimum
Remedinm, yaitu pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam kasus Mama Khas Banjar
pada 2025 yang menyebabkan penahanan pelaku usaha mikro atas kelalaian administrasi
pelebelan produk dinilai tidak proporsional. Pelanggran tersebut terjadi karena ketidaktahuan
atau kurangnya sosialisasi, bukan karena kesengajaan atau ingin mencelakai. Jika dilihat dari
karakteristik Usaha Mikro yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia, Modal, dan
akses terhadap informasi hukum.

Pasal 19 dijelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian
konsumen yang mana perlindungan konsumen sebenarnya lebih menekankan ganti rugi
daripada pidana. Sehingga menjadi perbandingan dari hukum UMKM, yaitu UU Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan dalam Pasal
7 pemerintah wajib memberdayakan dan melindungt UMKM, dalam artian seharusnya
pemerintah lebih membina UMKM.

Di sisi lain, terdapat potensi disharmoni normatif antara Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan kepatuhan ketat terhadap
standar informasi produk, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan aspek pemberdayaan dan perlindungan
terhadap pelaku usaha mikro. Dari ketidaksinkronan ini menimbulkan problem yuridis dalam
praktik, khususnya terkait bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan
kedua rezim hukum secara seimbang,.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap
pelaku usaha mikro tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum melalui penerapan
sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan
kemanfaatan. Pelanggaran kewajiban informasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha

mikro perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan,
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adanya unsur kesengajaan, dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, serta karakteristik
pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya, pengetahuan hukum, dan akses
terhadap pembinaan. Dalam perspektif Economic Analysis of Law, hukum tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan efisiensi
eckonomi dan mendukung iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, penggunaan hukum
pidana terhadap pelaku usaha mikro seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium,
sedangkan pembinaan administratif, edukasi, dan pengawasan bertahap menjadi instrumen
utama dalam mendorong kepatuhan hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan teori
proporsionalitas yang menckankan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan
pembatasan hak individu, serta teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan
bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak

hukum, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha
sebelumnya telah dilakukan oleh Septia Ananda (2025) yang mengkaji perlindungan
konsumen terhadap produk UMKM tanpa sertifikasi halal, Andrean Sembiring (2025)yang
meneliti perlindungan hak-hak konsumen terhadap tindakan pelaku usaha pada platform e-
commerce, serta Pipi Andriani (2016) yang mengkaji kepatuhan hukum pelaku usaha
minimarket terhadap perlindungan konsumen. Ketiga penelitian tersebut memiliki
persamaan dalam membahas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, tetapi lebih berfokus pada aspek perlindungan hak konsumen dan
kepatuhan pelaku usaha. Hingga saat ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara
khusus mengkaji proporsionalitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas
pelanggaran kewajiban informasi produk, terutama dengan menelaah praktik penerapan
hukum melalui putusan pengadilan serta menghubungkannya dengan kebijakan
pemberdayaan UMKM. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji adanya potensi
disharmoni antara rezim perlindungan konsumen dan rezim pemberdayaan UMKM dalam
praktik penegakan hukum, sehingga masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih

mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa
analisis terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap
pelaku usaha mikro melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
38/Pid.Sus/2025/PN Bjb dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi. Penelitian ini

tidak hanya menganalisis pengaturan kewajiban pelaku usaha mikro terkait informasi produk
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, tetapi juga menilai apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban
tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara petlindungan konsumen dan
pemberdayaan UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan menggunakan teori
proporsionalitas, teori penegakan hukum, teori perlindungan konsumen, dan perspektif
Economic Analysis of Law, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban
informasi produk bagi pelaku usaha mikro serta mengkaji proporsionalitas penegakan hukum
terhadap pelanggaran kewajiban tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual
bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan sekaligus
mendukung keberlanjutan UMKM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan yurisprudensi
atau kasus. Dalam penelitian hukum normative, bahan hukum yang digunakan berupa bahan
hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU UMKM, dan
PP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku hukum; jurnal
hukum; dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan UMKM. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan
terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, serta pendapat
para ahli hukum yang berkaitan dengan proporsionalitas dalam penegakan hukum,
karakteristik usaha mikro, kewajiban penyampaian informasi produk, dan keadilan dalam
pemberian sanksi. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif, dengan menggunakan
metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum yang
mengatur kewajiban pelaku usaha terkait informasi produk; menganalisis penerapan norma
hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro; dan menilai apakah
penegakan hukum tersebut telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam perspektif

hukum ekonomi.
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HASIL

Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Terkait Informasi Produk dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pengaturan Khusus untuk Usaha Mikro

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian vital dari
perekonomian negara dan tidak bisa diabaikan (Ramadhan dkk., 2025). Walaupun pengusaha
mikro di Indonesia berperan penting, mereka masih mengalami ketidaksetaraan yang besar,
terutama dalam hal medapatkan informasi hukum dan bantuan mengenai pengaturan.
Banyak pemilik usaha kecil telah menjalankan bisnis mereka selama bertahun-tahun, dan
sering kali mereka mewariskannya kepada anggota keluarga mereka. Namun, biasanya mereka
tidak tahu banyak tentang tanggung jawab hukum yang datang dengan menjalankan bisnis
mereka, dan mereka jarang mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan penting
ini.

Masalah ini semakin buruk karena negara, melalui sistem pembangunan yang ada
sekarang, belum secara konsisten dan menyeluruh menjalankan perannya dalam mendidik
dan membimbing pemilik usaha kecil. Ada perbedaan besar antara apa yang diharapkan
hukum dari pemilik usaha kecil dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka. Jika
hukum tidak menangani perbedaan ini dengan baik, hal itu bisa menyebabkan ketidakadilan
yang merugikan ekonomi negara.

Salah satu tanggung jawab hukum yang sering menjadi masalah bagi usaha kecil
adalah kewajiban untuk memberikan informasi tentang produk, sesuai dengan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat
(1) huruf i dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan dengan jelas bahwa
bisnis tidak boleh menjual produk yang tidak memiliki label. Label itu harus menyertakan
nama produk, bahan-bahan yang digunakan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan
informasi penting lainnya (Janah & Kusumo, 20206).

Aturan ini dibuat untuk menjaga hak-hak dasar konsumen agar mereka mendapatkan
informasi yang tepat, jelas, dan benar, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Aturan ini dibuat tanpa melihat ukuran dan kemampuan
berbagai jenis usaha. Aturan ini diterapkan sama untuk perusahaan besar yang memiliki

bagian hukum dan kepatuhan, serta untuk usaha kecil yang mungkin tidak tahu tentang
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adanya undang-undang ini. Kurangnya pemahaman tentang norma-norma ini adalah
penyebab masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Pasal 7 dari Undang-
Undang UMKM menyebutkan dengan jelas bahwa pemerintah harus memberikan dukungan,
mempromosikan, dan melindungi usaha mikro. Ini adalah salah satu tugas pemerintah untuk
menciptakan suasana bisnis yang bersahabat. Ide utama dari Undang-Undang UMKM adalah
bahwa bisnis kecil menghadapi banyak tantangan. Mereka biasanya memiliki modal yang
terbatas, kesulitan dalam mendapatkan informasi, dan tidak sepenuhnya mengerti tentang
peraturan yang ada.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan bantuan daripada hanya memberikan
hukuman kepada pelaku usaha. Konflik antara cara ketat yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan cara dukungan yang ada di Undang-Undang UMKM
menimbulkan kebingungan yang jelas saat keduanya diterapkan dalam praktik. Kedua
undang-undang ini sama pentingnya, jadi kita tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat
di antara keduanya hanya dengan memakai prinsip /ex superior. Sebaliknya, kita perlu
melakukan pemeriksaan yang teliti untuk mengerti bagaimana kedua sistem hukum ini bisa
saling bekerja sama dengan adil dan diterapkan dengan adil oleh para penegak hukum.

Menjaga pemilik usaha kecil di penjara karena melanggar aturan administratif ketika
mereka tidak sengaja melakukan kesalahan dan tidak ada yang benar-benar dirugikan tidak
benar-benar memenuhi kebutuhan untuk efisiensi. Dampak buruk dari penjara jauh lebih
besar dibandingkan dengan dampak baiknya: bisnis yang telah dibangun selama bertahun-
tahun bisa hancur dalam beberapa hari; serta orang kehilangan pekerjaan.

Tujuan yang seharusnya mencegah kejahatan tidak tercapai karena pelaku sering kali
tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Selain itu, cara yang ketat ini bisa
secara tidak sengaja menghambat pertumbuhan usaha kecil secara keseluruhan, padahal itu
bukan tujuan dari sistem hukum yang adil.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai asas proporsionalitas
sebagai landasan penegakan hukum terhadap usaha mikro, khususnya dalam konteks
pelanggaran kewajiban informasi produk, masih minim dilakukan secara mendalam.

Kajian-kajian terdahulu mayoritas berorientasi pada aspek perlindungan konsumen
maupun tingkat kepatuhan UMKM terhadap peraturan perundang-undangan, namun belum

secara komprehensif dan spesifik mengulas dimensi proporsionalitas dalam penindakan
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hukum dari perspektif hukum ekonomi dengan menggunakan kasus nyata yang telah
menghasilkan putusan inkrah. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut
melalui dua sasaran analisis, yakni: mengkaji pengaturan kewajiban informasi produk dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut
mempertimbangkan kondisi faktual usaha mikro; serta mengevaluasi sejauh mana praktik
penegakan hukum yang diwakili oleh kasus Mama Khas Banjar telah merealisasikan asas

proporsionalitas sebagai dasar fundamental keadilan dalam konstruksi hukum ekonomi.

Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Informasi

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk atau jasa yang tersedia di
masyarakat, baik untuk penggunaan sendiri, keluarga, atau orang lain (Quintarti, 2024).
Karena konsumen adalah orang yang menggunakan produk atau jasa, mereka biasanya
dipandang berada dalam posisi yang lebih lemah (K dkk., 2023). Semua tindakan mereka
terkait erat dengan pembelian atau penggunaan produk atau jasa dari orang lain atau
perusahaan. Untuk menghindari dampak buruk, hukum dibuat untuk melindungi konsumen.
Di Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang melindungi konsumen, dan salah satu
undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur
tentang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha wajib mencantumkan identitas produk secara jelas, termasuk komposisi
dan tanggal kedaluwarsa, untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi
tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan,
informasi yang jujur, kesempatan menyampaikan keluhan, serta kompensasi apabila terjadi
kerugian. Di sisi lain, konsumen berkewajiban membaca petunjuk penggunaan, beritikad baik
dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti mekanisme penyelesaian
sengketa.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan dan menimbulkan kerugian, mereka
bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang,
perawatan kesehatan, atau santunan sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini tidak menutup
kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan. Bahkan,
pelanggaran serius dapat berujung pada pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam

Pasal 62.
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Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mewajibkan pencantuman
label pada setiap produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. Label harus melekat kuat,
mudah dibaca, dan tidak menyesatkan. Informasi minimal yang harus dicantumkan meliputi
nama produk, daftar bahan, berat bersih, identitas produsen atau importir, status halal bila
dipersyaratkan, tanggal produksi, masa kedaluwarsa, nomor izin edar, serta asal bahan
tertentu. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang

menekankan keharusan label pangan olahan memuat keterangan secara benar dan transparan.

PEMBAHASAN

Asas Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro atas

Pelanggaran Kewajiban Informasi Produk Perspektif Hukum Ekonomi
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro

Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyebabkan peningkatan produksi dan
berbagi berbagai jenis barang dan jasa yang digunakan masyarakat. Di negara yang
menjadikan hukum sebagai aturan utama, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi
kesehatan masyarakat dengan memastikan produk yang mereka gunakan, terutama makanan,
aman. Hal ini membantu menjaga kesehatan semua orang dan didukung oleh hukum yang
jelas dan pasti. Kepastian hukum ini ditunjukkan melalui aturan yang jelas dan konsisten
tentang keamanan, kualitas, dan informasi tentang produk makanan yang dijual di
masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi memberikan kemudahan untuk mengakses dan
keberagaman pilihan produk pangan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut
memberikan tantangan tersendiri kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK), terutama dalam
memenuhi kewajiban hukum terkait pelabelan produk pangan. Pelabelan pangan berfungsi
sebagai bentuk identifikasi dan media informasi terkait produk yang memuat keterangan
penting mengenai komposisi bahan, keamanan, mutu, serta masa kedaluwarsa produk.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan secara rasional
dan aman,

Kepatuhan terhadap kewajiban pelabelan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai
formalitas administratif. Dalam hukum perlindungan konsumen, informasi produk
merupakan elemen esensial untuk mewujudkan transaksi yang adil dan berimbang

(Kristiyanti, 2022). menegaskan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan
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jujur merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.
Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi pada label pangan  berpotensi
menimbulkan kerugian konsumen, baik berupa risiko kesehatan maupun kerugian ekonomi
(Miru & Yodo, 2015).

Kerangka pengaturan pelabelan pangan di Indonesia diatur secara khusus dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dipertegas melalui berbagai
peraturan pelaksana, termasuk peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pasal 97 Undang-Undang Pangan secara tegas mewajibkan setiap orang yang memproduksi
atau mengimpor pangan untuk diperdagangkan agar mencantumkan label pada kemasan
pangan dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi minimum, seperti nama produk,
daftar bahan, berat bersih, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar.
Ketentuan ini menempatkan pelabelan sebagai instrumen pengawasan preventif dalam
sistem hukum pangan nasional (Erawati dkk., 2020).

Kewajiban pelabelan pangan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha,
melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang
Pangan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan nasihat
kepada pelaku usaha agar mampu menerapkan tata cara pemasaran yang baik serta
mendorong promosi produk pangan lokal, termasuk di pasar internasional.

Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan
akhir, sementara pangan yang dibungkus langsung di hadapan pembeli tidak termasuk dalam
aturan tersebut. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membimbing usaha mikro
dan kecil agar secara bertahap dapat memenuhi ketentuan pelabelan. Norma ini
mencerminkan kesadaran pembuat undang-undang terhadap tantangan yang dihadapi
UMKM, terutama terkait keterbatasan finansial, teknologi, dan manajemen usaha.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum tidak hanya berfungsi
sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pengayoman dan
pemberdayaan, terutama bagi kelompok usaha yang berada pada posisi lemah (Hadjon,
1987). Perlindungan hukum lebih berfokus pada keadilan, yang berarti perlu ada
keseimbangan yang adil antara kewajiban dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat
dalam hukum, termasuk pemerintah sebagai regulator dan penolong.

Penelitian ini bertujuan bahwa pelanggaran terhadap informasi produk merupakan
ketidakpatuhan hukum yang masih kerap terjadi dalam praktik peredaran pangan di

Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum kepada
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pelaku usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan konsumen
dan keamanan Kesehatan masyarakat. Sehingga setiap bentuk pelanggaran perlu
diklasifikasikan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko dan akibat hukum yang
ditimbulkan.

Pelanggaran administratif merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum
ditemukan dalam praktik, khususnya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pelanggaran ini
berkaitan dengan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian informasi yang wajib dicantumkan
dalam label produk pangan, seperti tidak dicantumkannya komposisi bahan, berat bersih,
identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, atau
ketidaksesuaian antara label yang digunakan dengan label yang telah disetujui pada saat
penerbitan izin edar. Secara konseptual, pelanggaran administratif dipahami sebagai bentuk
non-compliance yang tidak serta-merta menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan
konsumen. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum administrasi pangan, pelanggaran jenis
ini seharusnya terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme pembinaan dan koreksi
administratif. Bentuk penanganan yang proporsional meliputi teguran, peringatan tertulis,
kewajiban perbaikan label, hingga penghentian sementara peredaran produk. Pendekatan ini
sejalan dengan karakter preventif hukum pangan dan prinsip pembinaan terhadap pelaku
usaha berskala kecil (Erawati dkk., 2020).

Pada dasarnya mekanisme yang dirancang untuk menangani pelanggaran terhadap
informasi produk sudah tertuang didalam Undang-Undang Pangan. Namun demikian, dalam
praktinya pada kasus pemilik Toko Mama Khas Banjar, Firly Nurachim, sempat di penjara
karena produk olahan/sirup tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, yang dianggap
melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penegakan hukum terhadap Firly Norachim (Mama Khas Banjar) yang langsung
menggunakan jalur pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen bertentangan dengan asas w#/timum remedium dalam hukum Pidana
karena pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif. Dan bukan merupakan pelanggaran
yang mengandung unsur kesengajaan merugikan para konsumen secara langsung. Hukum
pidana semestinya menjadi pilihan terakhir, bukan instrumen pertama yang dijangkau oleh
aparat penegak hukum.

Prinsip Proporsionalitas dalam Sanksi & Penegakan Hukum

Gagasan proporsionalitas adalah aturan kunci dalam hukum pidana yang berarti

hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan (Purnama dkk., 2020).
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Gagasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman adil dan sesuai dengan kejahatan,
sehingga tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan. Prinsip ini juga terkait dengan gagasan
keadilan retributif, yang memandang hukuman sebagai cara untuk menyeimbangkan kerugian
yang ditimbulkan dengan memberikan balasan yang setara dengan kesalahan yang dilakukan.
Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas berfungsi untuk
melindungi hak-hak individu sekaligus memastikan keadilan dan keseimbangan dalam
masyarakat.

Kajian mengenai prinsip proporsionalitas di Indonesia masih menghadapi hambatan
baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teori, literatur hukum pidana yang membahas
prinsip ini masih sangat terbatas, sehingga pengembangan konsepnya belum sepenuhnya
mapan (Kennedy, 2024). Meskipun terdapat kesadaran umum mengenai pentingnya prinsip
proporsionalitas, penerapannya di Indonesia masih sering bergantung pada interpretasi
masing-masing hakim tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam. Kondisi ini
menimbulkan inkonsistensi putusan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum di
masyarakat (Adinda dkk., 2024).

Prinsip proporsionalitas memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi
manusia, sebab hukum pidana tidak hanya berfungsi menjatuhkan hukuman tetapi juga
menjaga hak-hak dasar setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukuman
yang berlebihan atau tidak seimbang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan
aparat penegak hukum sekaligus memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat
(Sunarso, 2022).

Prinsip proporsionalitas merupakan fondasi penting bagi terwujudnya keadilan yang
bersifat normatif sekaligus substantif. Konsistensi penerapannya diharapkan mampu
mengarahkan sistem hukum pidana Indonesia untuk mencapai tujuan utama, yakni
membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-
nilai Pancasila. Kajian ini diharapkan turut memperkuat pemahaman komprehensif mengenai
prinsip proporsionalitas serta berkontribusi pada peningkatan keadilan dalam sistem
peradilan pidana nasional (Setiawan dkk., 2024).

Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan elemen
penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, yang mana hukuman dapat disesuaikan
dengan tingkat keparahan yang dilanggar. Meskipun prinsip ini diakui dalam berbagai

peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam implementasinya masih signifikan. Untuk
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itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas, pelatthan berkelanjutan terhadap aparat hukum.
Dengan Langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat
memberikan hukum yang lebih mencerminkan keadilan substantif sesuai nilai-nilai dasar
bangsa.

Perspektif Hukum Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional dan
sekaligus makhluk ekonomi (homo economicus) dimana dalam mengambil tindakan lebih
mengutamakan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomis. Manusia akan
menggunakan rasionya untuk menilai secara untung-rugi, kelebihan kekurangan,
kemampuan-keterbatasan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil
yang akan diperoleh (Indrawati, 2014). Alain Marciano (2013) percaya bahwa “hukum dan
ckonomi dapat dipahami melalui asumsi metodologis dasar.” Dalam masyarakat manapun,
aturan hukum mencakup setiap aspek kehidupan. Dalam dunia ekonomi politik, “ilmu
ckonomi adalah tentang kelembagaan pada umumnya, dan tentang hukum pada khususnya.”

EAL merupakan suatu analisis hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi.
Tercatat bahwa pada 1949 dilakukan upaya untuk menganalisa hukum dengan teori ekonomi.
Dimulai  di University of Chicago di bawah program penelitian peraturan antitrust yang
disebut Antitrust Project. Dilanjutkan pada 1960, Ronald Coase (2007) mengulas tentang
undang-undang dan peraturan, dan bagaimana keduanya mempengaruhi perekonomian.

Posner menambahkan EAL dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab
permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang
berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (satisfaction) dan peningkatan
kebahagian (maximization of happiness). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam
hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk
mencapai maximization of happiness (Sugianto, 2017).

Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-
pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat
menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (va/ue), kegunaan
(utility), dan efisiensi (gfficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia (Posner, 1973).

Sebagaimana diatas, EAL didasari oleh 3 (tiga) konsep dasar yaitu nilai (value),
kegunaan (utility), efisiensi (efficiency) yang didasarkan oleh rasionalitas manusia, dengan

penjelasan sebagai berikut:
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Konsep pilihan rasional (rational choice). Konsep ini menjadi asumsi dasar dalam EAL.
Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah
makhluk rasional. Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak
pernah puas terhadap apa yang mereka peroleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk
mengambil keputusan terbaik dari piluan-pilihan yang ada dari ketersediaan sumber daya
yang langka. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (wealth maximization), sehingga
manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai rational maximizer (Sugianto, 2017).

Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung
rugi, kelebihan-kekurangan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil
yang akan diperoleh. Selain membuat keputusan terhadap pilihannya, manusia juga
mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif terbaik berikutnya (#he next best alternative)
yang terbatas. Usaha dan kemampuan semacam ini dapat dikatakan sebagai peningkatan
(maximizing) (Sugianto, 2017).

Konsep Nilai (value). Menurut Posner (1973), suatu nilai (va/ue) dapat diartikan sebagai
sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap
sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, schingga sifat yang melekat padanya berupa
kepentingan pribadi (se/f-interesf) manusia untuk mencapai kepuasan.

Konsep Efisiensi (efficiency). Pareto menawarkan dua konsep alokasi keuntungan
untuk mengukur efisiensi, yaitu Pareto Optimality dan
Pareto Superiority. Pareto Optimality terjadi jika pembagian keuntungan bisa sampai pada satu
tingkat yang sama-sama membuat semua orang berbahagia. Apabila hal tersebut tidak
dimungkinkan, maka dapat diterapkan Pareto Swuperiority yang merupakan cara dimana paling
sedikit ada satu orang yang merasa lebih berbahagia tanpa ada satu orang lain merasa lebih
menderita. Penerapan dalam ketentuan hukum yaitu, semua ketentuan hukum dianggap baik,
bila ketentuan hukum itu menaikkan kesejahteraan bersama (pareto optimality), atau paling
tidak ketentuan hukum tersebut membawa perubahan yang lebih baik bagi satu kelompok
tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain (pareto superiority) (Indrawati, 2014).

Konsep Utilitas (Utility). Menurut Cooter dan Ulen (2008), utilitas merupakan
manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan
alternatif penggunaannya. Dalam EAL, penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan
atau manfaat dati barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan yang
mengarah kepada kesejahteraan. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam EAL, pertama

pengharapan kegunaan (expected utility) sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh
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pemikir utilitarian. Kedua, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarinisme, yaitu
kebahagiaan.

Dari konsep-konsep dasar ekonomi tersebut di atas, diketahui bahwa konsep-konsep
ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam
pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan
hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat
ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien
(pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak) (Sugianto, 2017).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam kajian hukum perlindungan konsumen, hukum UMKM, dan hukum
ckonomi melalui analisis penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap
pelaku usaha mikro. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap
pelanggaran kewajiban informasi produk tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian
hukum melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat
kesalahan, karakteristik pelaku usaha mikro, serta tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengintegrasikan teori
proporsionalitas, teori penegakan hukum, dan perspektif Economic Analysis of Law, penelitian
ini memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian melalui pembinaan administratif, edukasi,
dan pengawasan bertahap lebih mencerminkan keseimbangan antara perlindungan
konsumen, keadilan, dan efisiensi ekonomi, sehingga dapat menjadi landasan konseptual bagi
pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional.

Berdasarkan  temuan tersebut, penelitian selanjutnya  disarankan untuk
mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi
terhadap aparat penegak hukum, pelaku usaha mikro, serta instansi yang berwenang guna
memperoleh gambaran mengenai implementasi asas proporsionalitas dalam praktik. Selain
itu, penelitian juga dapat diperluas melalui studi komparatif antar daerah maupun
antarnegara, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pembinaan administratif, edukasi
hukum, dan pengawasan preventif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap
kewajiban informasi produk. Pengembangan penelitian pada aspek tersebut diharapkan
mampu memperkuat dasar akademik dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang
tetap menjamin perlindungan konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan dan

pemberdayaan usaha mikro.
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KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kewajiban informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan menjamin terpenuhinya hak
konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, tetapi penerapannya terhadap pelaku
usaha mikro perlu mempertimbangkan karakteristik usaha serta tujuan pemberdayaan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
38/Pid.Sus/2025/PN Bjb menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana terhadap
pelanggaran kewajiban informasi produk yang bersifat administratif belum sepenuhnya
mencerminkan asas proporsionalitas dan prinsip #ltimum  remedium. Oleh karena itu,
penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro semestinya mengedepankan pembinaan,
edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif secara bertahap sebelum menerapkan sanksi
pidana, sehingga perlindungan konsumen tetap terjamin tanpa mengabaikan

keberlangsungan usaha mikro.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perlindungan
konsumen, hukum UMKM, dan hukum ekonomi melalui penguatan analisis mengenai
penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro
dengan mengintegrasikan teori proporsionalitas, teori penegakan hukum, dan perspektif
Economic Analysis of Law. Temuan penelitian ini juga memberikan dasar konseptual bagi
perumusan kebijakan penegakan hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum,
keadilan, kemanfaatan, dan pemberdayaan UMKM. Untuk memperkuat kajian di bidang ini,
penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan
aparat penegak hukum, pelaku usaha mikro, dan instansi terkait, serta melakukan studi
komparatif mengenai implementasi asas proporsionalitas di berbagai daerah atau negara.
Penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme pembinaan administratif
dan edukasi hukum dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban
informasi produk sebagai dasar penyusunan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif

dan berkeadilan.
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